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ABSTRAK

Analisis Dana Alokasi Umum dan Responnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sumatera Selatan

Oleh:
Inggrit; Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si; Anna Yulianita. M.Si

Dana Perimbangan adalah salah satu sumber pendapatan yang terdapat pada Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah. Salah satu komponen yang ada pada Dana perimbangan adalah 
Dana Alokasi Umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tingkat kepekaan Dana 
Alokasi Umum yang dianalisis dengan menggunakan Elastisitas. Ruang lingkup dan objek 
penelitian adalah Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera 
Selatan. Data yang dianalisis meliputi Dana Alokasi Umum, Penerimaan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah, Pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Belanja 
Pegawai Provinsi Sumatera Selatan selama Periode 2003-2011. Berdasarkan hasil penelitian, 
dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki tingkat kepekaan yang cukup baik 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan kata lai, Dana Alokasi umum tetap memberikan 
pengaruh serta kontribusinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Selatan.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas dan Anggaran 
pendapatan Belanja Daerah
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ABSTRACT

Analysis of General Allocation Fund and Its Response towards 
Economic Growth in South Sumatera Province

By:
Inggrit; Prof. Dr. H. Didik Susctyo, M.Si; Anna Yulianita, M.Si

Fund balance i s one of the nafional jncome sources slated in JocaJ govemment 
budget. One of the components in fund balance is general allocation fund. The 
aim of this research was to assess the sensitivity level of general allocation fund 
which was analyzed using elasticity. The scope and the object of the research 
were general allocation fund and economic growth in South Sumatra Province. 
The data of the research were general allocation fund, revenue of local 
govemment budget, expenditure of local govemment budget, and personnel 
expenditure in South Sumatra Province in the period of 200-2011. Based on the 
research findings, it could be concluded thal general allocation fund had good 
sensitivity level to the economic growth. In other words, general allocation ftind 
still give good influence and contribution to the economic growth in South 
Sumatra Province.

Keywords: general allocation fund, economic growth, elasticity and regional 
govemment budget

Translat^l from the origina! document by

Musi ih Hambali
Instructor of Language Lab
Graduate School of Sriwijaya University
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk melayani kebutuhan rakyatnya. Dalam 

menyelenggarakan kewajiban tersebut diperlukan biaya yang tak sedikit, tanpa 

biaya maka negara manapun tidak akan sanggup menyelesaikan tugas-tugasnya. 

Banyak jalan yang akan ditempuh oleh pemerintah guna membiayai kewajiban 

tersebut. Indonesia memiliki cita-cita Demokrasi Nasional dan percepatan 

pertumbuhan ekonomi yang merata di tiap Provinsi/Kabupaten/Daerah.

Karena cita-cita ini maka munculah suatu yang dinamakan otonomi

daerah, pilihan otonomi merupakan jawaban atas masalah yang ditimbulkan dari

kecenderungan sentralisasi kekuasaan, karena Otonomi Daerah merupakan

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2002: 76).

Dengan adanya Otonomi maka masing-masing daerah yang ada di tiap 

provinsi mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola segala aset dan jalannya 

sistem pemerintahan yang ada pada masing-masing provinsi, dengan ini 

diharapkan dapat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
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Semakin logis otonomi daerah diberikan karena dengan begitu kesulitan dalam 

mengurus kepentingan negara yang luas dan banyak dapat diminimalisasi.

Pasca terbentuknya daerah otonom baru, terdapat peluang yang besar bagi 

akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Bukan hanya 

infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik dan 

infrasrtuktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar 

bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Semakin mempermudah dalam menghadirkan investor yang berminat dalam

membuka industri daerah yang menguntungkan (Khairuddin, 2010: 109).

Selanjutnya Khairuddin mengatakan kemungkinan akselerasi

pembangunan ini harus dibayar dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan

untuk membiayai belanja pegawai dan belanja operasional pemerintah daerah. 

Dari sisi teoritik, belanja ini bisa diminimalisir melalui kebijakan pembangunan 

ekonomi yang menjangkau seluruh wilayah, sehingga akselerasi pembangunan 

ekonomi tetap dimungkinkan dengan harga yang murah.

Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang relatif 

tinggi terhadap pemerintah pusat. Dengan banyaknya provinsi di Indonesia yang 

telah memiliki hak otonomi daerah ini menunjukkan bahwa dibutuhkan sumber-
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sumber dana yang tidak sedikit, diperlukan perimbangan keuangan anatra 

Pemerintah pusat dan daerah. Setiap tingkat pemerintahan memiliki kewajiban 

dan tanggung jawab dalam mensejahterakan daerahnya, dan tentunya Pendanaan 

mengikuti fungsi pemerintahan. Dalam rangka menciptakan suatu sistem 

perimbangan keuangan yang profesional, demokratis, adil dan transparan 

berdasarkan atas pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, 

maka diundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut antara

lain mengatur tentang dana perimbangan yang merupakan aspek penting dalam

sistem perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2002: 129).

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah merupakan 

suatu sistem pembiayan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang 

mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta 

pemerataan antar-daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan 

memerhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban 

dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan 

tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Huda, 2005: 104). 

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari 

sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah (Yani, 2002: 346).
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Penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat masih mendominasi 

penerimaan daerah. Dana perimbangan ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian 

utama, yaitu: 1) Dana Bagi Hasil, 2) Dana Alokasi Umum, dan 3) Dana Alokasi 

Khusus. Untuk beberapa pemerintah daerah masih akan mendapatkan Dana 

penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Beberapa jenis dana perimbangan 

tersebut sebenarnya dapat dipilah antara jenis dana perimbangan yang bisa 

dikendalikan daerah dengan yang tidak dapat dikendalikan. Dana bagi hasil 

merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah 

daerah dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya, sedangkan untuk 

Dana Alokasi umum dihitung dengan formula tertentu yang relatif kecil dapat

dipengaruhi besarannya oleh pemerintah daerah (Mahmudi, 2010: 27).

Pemerintah dalam melakukan manajemen pengelolaan keuangan daerah

tentunya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan

fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Salah satu

komponen dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum adalah Block Grant yang diberikan kepada semua 

kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan 

kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip- 

prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan 

terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, 

tujuan penting alokasi D AU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan
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penyediaan pelayanan publik antara pemda di Indonesia (Kuncoro, 2004. 30).

DAU merupakan salah satu komponen dana terbesar yang diterima oleh 

daerah. Dalam beberapa tahun beijalan, proporsi DAU terhadap penerimaan 

daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain 

termasuk PAD (Adi, 2006: 4). Keadaan ini menunjukkan adanya ketergantungan 

fiskal yang cukup tinggi yaitu relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer 

dari pusat. Tujuan transfer dana dari pusat ke daerah adalah untuk mengatasi 

ketidakseimbangan struktur keuangan antar daerah (Kuncoro, 2004: 16).

Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sekurang- 

kurangnya 26 % dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jumlah DAU 26 % ini merupakan 

jumlah DAU untuk seluruh provinsi dan kabupaten/ kota. Proporsi DAU antara 

provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal 

penentuan proporsi ini belum dapat dihitung secara kuantitatif . Proporsi DAU

antara DAU provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan

90%. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN setiap tahun dan bersifat

final (Yani, 2009: 142-143) .

Hasil riset yang dilakukan Bank Indonesia (2013) memperlihatkan

Nominal dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumsel

Triwulan I Tahun 2013 dan dari data tersebut bisa diketahui realisasi dari

5



Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Sumsel yang termasuk didalamnya 

terdapat Anggaran dari Dana Alokasi Umum pada Tabel 1.1.

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat Realisasi Dana Alokasi Umum Sampai dengan 

triwulan II 2013 adalah Rp 871 Miliar atau sebesar 58% dari anggaran, sementara 

dari seluruh Total Pendapatan APBD 2013 adalah sebesar Rp 5768 Miliar dengan 

realisasi Rp. 2858 atau sebesar 49.6% dari anggaran. Realisasi belanja operasi 

mencapai Rp. 4,139 miliar atau sebesar 52.3% dari anggaran, sementara realisasi 

belanja modal sebesar Rp. 1,099 miliar atau sebesar 24% dari anggaran. Adapun 

secara nominal, realisasi belanja operasi berkontribusi sebesar 85,2% dan total 

realisasi belanja s.d. triwulan II 2013, sedangkan kontribusi belanja langsung 

hanya sebesar 10,3%.Berdasarkan pemahaman diatas, maka peneliti akan 

mengkaji lebih lanjut mengenai Analisis Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Responnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan DAU di provinsi Sumatera Selatan ?

2. Bagaimanakah Respon Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan 

ekonomi provinsi Sumatera Selatan ?
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tujuan dan penelitian ini 

adalah untuk membuktikan seberapa besar pertumbuhan DAU di Sumatera 

Selatan dan menganalisis respon Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan

ekonomi Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat penelitian

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan

daerah terutama yang berhubungan dengan peranan atau pengaruh Dana alokasi

Umum terhadap suatu pertumbuhan ekonomi. Serta dapat menjadi salah satu

sarana untuk mendalami dan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dan juga

bermanfaat untuk menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktisi

Penelitian ini sebagai gambaran bagi banyak pihak terkait mengenai pengaruh 

serta respon yang dimiliki Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi

Sumatera Selatan.

1.5. Sistematika Skripsi

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian tentang analisis dana alokasi umum dan responnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi.
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BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu 

Teori yang berhubungan denga dana alokasi umum, PDRB serta pertumbuhan 

ekonomi. Bab ini juga mengungkapkan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

dan hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan deskripsi bagaimana penelitian analisis dana alokasi

umu merespon pertumbuhan ekonomi, menguraikan variabel penelitian, definisi

operasional, jenis dan sumber data, metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi deskripsi dari objek penelitian berupa respon dana alokasi

umum, pertumbuhan ekonomi provinsi sumatera selatan dan keadaan

perkembangan PDRB Sumatera Selatan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari penelitian.
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